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ABSTRAK 

Ketersediaan obat esensial merupakan salah satu indikator penting dalam 

menjamin mutu pelayanan kesehatan primer. Namun, perbedaan status 

pengelolaan Puskesmas, khususnya antara Badan Layanan Umum Daerah (BLUD 

dan Non-BLUD, berpotensi menimbulkan disparitas dalam kebijakan pengadaan 

obat sehingga berdampak pada kesinambungan pelayanan. Penelitian ini bertujuan 

untuk membandingkan kebijakan pengadaan obat pada Puskesmas BLUD dan 

Non-BLUD di Kecamatan Bintan Timur serta menganalisis pengaruhnya terhadap 

ketersediaan obat esensial. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan 

desain komparatif, melibatkan responden dari tenaga kesehatan di Puskesmas 

serta analisis dokumen (LPLPO, RKO, dan laporan pengadaan). Data 

dikumpulkan melalui kuesioner, studi dokumentasi, dan dianalisis secara 

deskriptif serta komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Puskesmas 

BLUD memiliki fleksibilitas lebih tinggi dalam mekanisme pengadaan dan 

pemanfaatan anggaran, yang berdampak pada ketersediaan obat esensial yang 

relatif lebih baik dibandingkan Puskesmas Non-BLUD. Namun demikian, faktor 

perencanaan dan koordinasi antarinstansi tetap menjadi tantangan pada kedua tipe 

Puskesmas. Disimpulkan bahwa penerapan kebijakan BLUD dapat memperkuat 

manajemen pengadaan obat, tetapi tetap memerlukan pengawasan, perencanaan 

yang matang, serta dukungan sumber daya agar efektivitasnya optimal. 
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ABSTRACT 

The availability of essential medicines is a key indicator of the quality o primary 

healthcare services. However, differences in the management status of community 

health centers (Puskesmas), particularly between Regional Public Service 

Agencies (BLUD) and Non-BLUD, may create disparities in drug procurement 

policies in BLUD and Non-BLUD Puskesmas in Bintan Timur District and to 

analyze their impact on the availability of essential medicines. A quantitative 

comparative approach such as LPLPO, RKO, and procurement reports. Data 

were collected through questionnaires and documentation review, and analyzed 

descriptively and comparatively. The findings reveal that BLUD Puskesmas 

demonstrate greater flexibility in procurement mechanisms and budget utilization, 

resulting in relatively better availability of essential medicines compared to Non-

BLUD Puskesmas. Nevertheless, planning and inter-institutional coordination 

remain significant challenges for both types of Puskesmas. It is concluded that the 

implementation of BLUD policy can strengthen drug procument management, but 

its effectiveness requires strong oversight, comprehensive planning, and adequate 

resource support. 

 

Keyword: drug procurement policy, BLUD Puskesmas, Non-BLUD Puskesmas, 

essential medicines availability 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hasil Turnitin 

 


